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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pailitnya Bumi Asih Jaya oleh hakim Pengadilan Niaga atas 

permohonan OJK menimbulkan kewajiban terhadap Bumi Asih Jaya 

untuk melunasi segala utangnya kepada kreditor. Pemegang polis 

adalah pihak yang menjadi kreditor dalam proses kepailitan. Dalam UU 

Kepailitan dan KUHPerdata tidak ada ketentuan yang mengatur 

tentang kedudukan pemegang polis sebagai kreditor dalam kepailitan, 

tetapi ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menempatkan 

pemegang polis asuransi sebagai kreditor yang diutamakan. 

Kedudukan pemegang polis apabila dikaitkan dengan prinsip pari 

passa prorata (harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk 

para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di 

antara mereka. Pemegang polis mendapatkan kepastian hak utama 

sebagai kreditur preferen, namun kenyataannya banyak pemegang 

polis yang pengembalian preminya belum tuntas bahkan beberapa 

pihak belum mendapatkan haknya tersebut sehingga adanya 

ketidaksesuaian antara undang-undang dengan praktek di lapangan. 
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2. Pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan 

perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah untuk 

mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, 

tertanggung atau peserta lain. Ketentuan hukum penyelesaian utang 

piutang khususnya dalam rangka melindungi kepentingan kreditor, 

hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah memberikan ketentuan 

yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU 

Kepailitan, UU Perasuransian dan UU OJK.  Terkait dengan 

perlindungan hukum pemegang polis datur dalam Pasal 53 UU 

Perasuransian. Perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pemegang polis tidak efisien karena apa yang diperjanjikan dalam 

polis asuransi tidak ada yang menyatakan jelas bagaimana proses 

pembayaran klaim secara jelas, hanya dijelaskan syarat untuk 

mengajukan klaim. Dalam kepailitan Perusahaan Bumi Asih Jaya, 

pemegang polis berhak mendapatkan pembagian harta pailit dari 

Perusahaan Asuransi sesuai dengan haknya, yaitu sebesar premi 

yang sudah dibayarkan. Dipailitkannya PT. Bumi Asih Jaya menjadi 

permasalahan bagi banyak pihak terutama para kreditor dalam hal 

kepercayaan pada perasuransian karena masih banyaknya hak 

pemegang polis yang belum terpenuhi.  
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B. Saran 

1. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas 

lebih memperhatikan perlindungan terhadap kreditor dalam hal ini 

yaitu pemegang polis asuransi yang mempunyai hak untuk 

mendapatkan pengembalian premi setelah perusahaan asuransi 

dipailitkan sesuai dengan perjanjian awal dan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai lembaga perlindungan konsumen yang berwenang untuk 

terus mengawasi proses likuidasi perusahaan Bumi Asih Jaya agar 

hak-hak para pemegang polis terlindungi. Dalam tugasnya, OJK harus 

menerapkan manajemen tugas yang baik dan harus didukung 

infrastruktur yang memadai. Harusnya ada ketentuan lain setelah OJK 

memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan 

pailit untuk melindungi kepentingan kreditor. Dengan kondisi peraturan 

perundang-undangan yang ada belum cukup untuk menyatakan 

bahwa pemegang polis telah terjamin hak-haknya maka pemerintah 

perlu mempertegas hak preferen yang diberikan kepada pemegang 

polis pada perusahaan asuransi pailit dan perlu adanya keselarasan 

antara peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sehingga 

terwujudnya kedudukan dan kepastian akan hak pemegang polis. 

Selanjutnya, pemerintah harus membentuk suatu lembaga seperti 

Lembaga Penjamin Polis guna melindungi hak para pemegang polis 
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sehingga hak pemegang polis dapat terpenuhi sesuai dengan yang 

telah diperjanjikan. 

2. Pemberian ganti rugi atau pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT 

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hendaknya memperhatikan tujuan 

pemegang polis untuk menggunakan jasa asuransi jiwa tersebut, yaitu 

untuk mengganti atau menanggulangi risiko, maka dari itu sebaiknya 

pihak asuransi lebih mempunyai tanggung jawab, beritikad baik dan 

memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait dengan 

pembayaran asuransi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

lembaga perlindungan harus tegas mengawasi sampai dimana proses 

likuidasi perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya agar hak-hak para 

pemegang polis bisa terlindungi dan mendapatkan pengembalian 

sesuai dengan perjanjian.  
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